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PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMCR 07 TAHUMN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

bahwa dengan feleh diUndangkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tehun 2001
tentang Relribusi Daerah, maka Retrbusi Pelayanan Pelabuhan Kapal merupakan
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;

bahwa Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal termasuk golongan relnbusi Jasa
Usaha vang memberikan peluang bagi daergh unfuk memperoleh keuntungan yang
layak dengan mempertimbangkan penyedizan jasa dari aspek kemanfaatan dan
keadilan yang dapat dinikmati cleh orang pribadi atau badan terhadap Jasa
Pelayanan Pelabuhan Kapal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf @ can D periu
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukkan Dagrah Otonom Kota
Besar Dalam Lingkungan Daergh Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokck-pokok Agraria
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1125);

Undang-undeng Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nemer 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekoncmi Ekslusif Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1383 Nomar 44);

Undang-undang Nomor @ Tahun 1960 tentang Kepariwisataan (Lembaran Megara
Tahun 1960 Nomor 76, Tambahan Lemtaran Negara Nomar 3472).

Uncang-undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian, Pencemaran Air
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaren Negara Tahun
1692 Nemor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1€92 tentang Pemetaan Ruang (Lembaran Ncoara
Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelofaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Megara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Momor
3640);

Undang-undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomerd1, Tambahan Lembaran Negara Nomaor
3485), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048);

¥
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1989 tenlang Pemenntahan Daerah {Lembaran
Negara Tahun 1899 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat il Padang {Lembaran Negara Tabun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor3164);

Peraluran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Namor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1883
Nornor 36, Tambahan Lembaran Negara Nemor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3816};

Paraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Relribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4139);

Peraturan Pemerintsh Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kepelabuhan (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan
Peundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Prasiden {Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 70},

Keputusan Menteri Perbubungan Nomor KM 32 Tahun 1969 tentang
Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001
tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menleri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001
tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman
Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil.dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Peraturan Daorah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tenteng Pembentukan Susunan
Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08);

Peraturan Daarah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Kapelabuhan di Kota
Padang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomar 40).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menelapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PELABUHAN KAPAL
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dasrah ini yang dimaksud dengan .
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Daerah adalah Kota Padang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
Kepala Daerah adalah Walikola Padang.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas ierientu dibidang Refribusi Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Badan adafah sekumpulan orang dan aiau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Parseroan Komanditer, Perseroan
lzinnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma,.
Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisas)
Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Benluk Usaha lainnya.

Orang Pribadi adatah orang yang secara individu memanfaatkan Jasa Pelabuhan.

Pelabuhan adalah tempat yang ferdiri dari daratan dan paerairan disekitamya dengan batas-batas tertentu
sebagal tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonami yang dipergunakan sebagai tempat kapal
barsandar, berlabuh, naik turun penumpang dan alau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan
infra dan antar moda transportasi yang dimiliki / dikuasal Pemerintah Dagrah.

Kepelabuhanan adalah meliputi segala sasualu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan
pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran,
keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar,
tempat perpindahan intra dan atau antar moda seria mendorong perekonomian Nasional dan Daerah.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik,
tenaga angin alau ditunda, fermasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah
permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sekior swasta.

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal vang selanjutnya disebut Refibusi adalah pembayaran atas
pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas [ainnya
dilingkungan petabuhan kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk
vang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Fihak Swasta.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daersh berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
{asilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

Jasa Tambat adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada kapal yang sandar di demnaga, talut atau
pinggiran dan terikat pada dolphin / pelampung.

Jasa Labuh adalah pelayanan jasa yang diberkan kepada kepalkapal yang lego jangkar di Daerah
Lingkungan Perairan.

Jasa Barang adalah tempat yang diusahakan oleh pihak Penyelenggara Pelabuhan baik di lapangan
penumpukan maupun di dalam gudang Pefabuhan,

Jasa Penumpang adalah fasifitas yang disediakan oleh Penyelenggara Pelabuhan uniuk tempat
samentara bagi penumpang yang akan naik / turun dari dan ke kapal.

Jasa Alat adalah fasilitas yang dizdakan oleh Penyelenggara Pelabuhan berupa alat bongkar muat yang
dipergunakan untuk kelancaran bongkar muat dari dan ke kapal.

Jasa Pemanduan adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh Petugas Pandu untuk membantu nahkoda
kapal agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, terlib dan lancar dengan memberikan informasi
tentang keadaan perairan setempat yang penting dengi keselamatan kapal dan lingkungan,
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Jasa Panundaan adalah pslayanan jasa yang diberikan oleh Kapal Tunda / Tug Boat untuk mendorong,
menarik atau menggandeng kapal dan berolah gerak, untek tambat ke atau untuk lepas dan dermaga,
pelampung, dolphin dan kapal lainnya.

Jasa Kepslabuhan lainnya adalah fasilitas yang diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan bemipa
penyewaan tanah, penggunaan perairan, Jasa Pengawasan Bungker, Jasa Pemakaian Air Tawar, Jasa
Palayanan Security dan Jasa Pelayanan Telekomunikasi,

Pandu adalah Petugas Pelaksana Pemanduan yaitu seorang pelaut Nautis yang memenuhi persyaratan
tertentu.

Waiib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi
daerah diwajibkan melakukan pembayaran reiribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi terteniu.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi uniuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Dasrah yang bersangkutan.

Surat Ketelapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat kepuiusan yang menentukan
besarnya jumiah Retribusi yang terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Perhitungan Retribusi adalah perincian besamya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik
pakok relribusi, denda, kekurangan pembayaran relribusi, kelebihan pembayaran refribust maupun
sanksi administrasi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit refribusi lebih besar
daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan uniuk mencari, mengumpuikan dan mengolah data dan atau
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Relribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Dagrah.

Penyidikan lindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian lindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Neger Sipil yang sslanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencan serta
mengumpulkan bukli yang dengan buldi itu membuat terang tindak pidana dibidang Relribusi Daerah
yang leriadi serla menemukan tersangkanya.

Etrnal adalah perhitungan yang didasarkan pada wakiu 1 x 24 jam.
Gross Tonnage atau dapat juga disingkat GT adalah isi kotor kapal.
Call adalah perhitungan yang didasarkan pada satu kali kunjungan kapal.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUS!
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal dipungut Relribusi sebagai pembayaran atas pefayanan
pelabithan kapal.

FPasal 3

Objek refribusi adalah pelayanan pelabuhan kapal yang melipui .
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Pelayanan Jasa Tambal;
Pelayanan Jasa Labuh;
Pelayanan Jasa Barang;
Pelayanan Jasa Penumpang;
Pelayanan Jasa Alat,
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Pelayanan Jasa Pemanduan,
Pelayanan Jasa Penundaan;
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya;
Pelayanan Jasa Perkapalan.
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Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi alau Badan yang menggunakan atau menenma pelayanan jasa
pelabuhan kapal.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Re‘ribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGLUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

Jasa Tambat diukur berdasarian Etnal dan GT kapal;

Jasa Labuh diukur berdasarkan periode tertentu dan GT kapal;

Jasa Barang diukur bardasarkan jenis dan berat / volume barang;

Jasa Penumpang diukur berdasarkan satuan orang;

Jasa Alat diukur berdasarkan jenis alat dan wakfu pemakaian;

Jasa Pemanduan diukur berdasarkan gerakkan kapal;

Jasa Penundaan diukur berdasarkan wakiu / jam dengan safuan tertentu;

Jasa Kepelabuhan lainnya diukur sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

® ~N ;o WM

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
Prinsip dalam penelapan struktur dan besarnya farif refribusi didasarkan alas tujuan uniuk memperoleh
keuntungan yang layak.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal8

(1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan {enis fasilitas pélahuhan yang dipakai alau dimanfaatkan.



(2) Besamya taif Refribusi Pelayanan Pslabuhan Kapal ditetapkan sebagal berikut :

JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF
1 2 3
. PELAYANAN JASA TAMBAT
1. Kapal vyang melakukan kegiaten  untuk
Kepentingan Umum
a. Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu)
{1} Kapal Angkutan Laut Luar Negen Per GT per Etmal Uss$ 0.035
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Por GT per Etmal Rp. 50
{3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis Per GT per Etmal Rp. o5
(4) Kapal Wisata :
* Berbendera Indonesia Kapalfbuian Rp. 150.000
* Berbendara Asing Kapalibulan Rp. 450.000
b. Tambaian Breasting, Dolphin, Pelarﬁpung
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Per GT per Efmal uss$ 0.020
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Per GT per Eimal Rp. 3
(3} Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis Per GT per Etmal Rp. 15
¢. Tambatan Pinggiran Talut
(1} Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Per GT per Etmal Us$ 0.025
{2} Kapal Angkutan Laut Datam MNegen Per GT per Etmal Rp. 25
2. Kapal vyang melaksanakan kegiatan Untuk
Kepeniingan Sendiri :
Kapal yang mengangkut bahan baku hasil produksi | Per GT per Etmal 50 % dan
dan peralatan penunjang produksi  untuk pendapatan Jasa
kepenlingan umum Tambat
Il. PELAYANAN JASA LABUH
1. Kapal yang melakukan kegiatan untuk Kepentingan
Umum
a. Kapal yang melaksanakan kegigtan Niaga
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Neger Per GT perkunjungan |  US$  0.080
{(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Per GT per kunjungan Rp. 45
{3} Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perinlis Per GT per kunjungan Rp. 95
{4} Kapal yang melakukan kegiatan tetap di
Perairan Pelabuhan :
» Kapal Angkutan Laut Luar Negeri ~ Per GT per bulan Rp. 500
» Kapal Angkutan Laut Dalam Meger -Per GT per bulan Rp. 500
» Kapai Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis Per GT per bulan Rp. 250
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b. Kapal yang lidak melaksanakan kegialan
Niaga ;
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Per GT per kunjungan Us$ 0020
(2) Kapal Angkutan Laut Datam Negeri Per GT per kunjungan Rp. 25
(3) Kapal Pelayaran Rakyal/Kapal Perintis Per GT per kunjungan Rp. 20
2. Kapal yang melakukan kegiatan  Untuk
Kepentingan Sendiri :
a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Per GT per kunjungan Us$ 0.040
b. Kapal Angkutan Laui Dalam Negen Per GT per kunjungan Rp 45
3. Jasa Labuh Kapal Nelayan
a. Kapal Nasional :
» Kapal 1sid10GT Per kapal per GT Rp. 5.000
« Kapal 10s/d 30 GT Per kapal par GT Rp. 10.C00
o Kapal 30s/d100GT " Perkapal per GT Rp. 25.000
« Kapal 100 s/d 500 GT Per kapal per GT Rp. 50.000
= Kapal 500 s/d 1.000 GT Per kapal per GT Rp. 75.000
= Diatas 1.000 GT Per kapal per GT Rp. 100.000
b. Kapal Asing :
* Kapal 1s/d10GT Per kapal per GT Uss 2%
= Kapal 10s/d 30 GT Per kapal per GT Us % 5
»  Kapal 30 s/d 100 GT Per kapal per GT US§ 10
= Kapal 100 s/d 500 GT Per kapal per GT UsS$ 15
= Kapal 500 s/d 1.000 GT Per kapal per GT US§ 30
» Diatas 1.000 GT Per kapal per GT Uss$ 50
IIl. PELAYANAN JASA BARANG
1. JasaDemaga
a. Barang yang dibongkar/dimuat melalui :
(1} Barang Export dan Import Per Ton per jam Rp. 1.000
[2) Barang Ankar Pulau :
e Barang pupuk dan barang Bulog Per Tan per jam Rp. 500
= Barang lainnya Per Ton per jam Rp. 450
{3) Hewan:
s  Kerbau, Sapi, Kuda dan sefenisnya Per ekor Rp. 1.000
= Kambing, Babi dan sejenisnya Per ekar Rp. 500
b. Barang yang dibongkar/dimuat melalui : Per Ton perjam 50 % dari Pendapatan

Kapal yang mengangkut kepentingan sendini

Jasa Demaga
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2. Jasa Penumpukan
a. Gudang Tertutup Per m? Rp. 500
b. Lapangan Per m? Rp. 200
g. Penyimpanan Hewan
(1] Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya Per ekor per jam Rp. 1.000
{2) Kambing, Babi dan sejenisnya Per ekor per jam Rp. 500
d. Peti Kemas (Container)
{1} Ukuran 20¢
= Kosong " Par unit per han Rp. 1.000
s s Per unit per har Rp. 3.000
(2} Ukuran 40/
= Kosong Per unit per hari Rp. 3.000
" s Per unit per hari Rp. 6000
(3} Ukuyran diatas 40’ |
* Kosong Per unit per hari Rp.  6.000
" lsi Per unit per hari Rp. 12.000
e. Chasis
{1} Ukuran 20° Per unit per hari Rp. 750
(2) Ukuran 40 Per unit per hari Rp.  1.500
(3) Ukuran diatas 40° Per unit per hari Rp.  3.000
3. Barang melalui Kapal Wisala Rp. 100,000
V. PELAYANAN JASA PENUMPANG
1. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut
a. Temminal Penumpang Kelas A
{1} Penumpang yang berangkat Per orang Rp. 2.500
(2} Pengantar/penjernput Perorang per 1 x masuk Rp.  1.500
b. Terminal Penumpang Kelas B
{1} Penumpang yang berangkat Per orang Kp. 1.500
{2} Pengantaripenjemput Perorang per 1 x masuk Rp. 1.600
¢c. Terminal Penumpang Kelas C
(1) Penumpang yang berangkat Per orang Rp. 1.000
(2} Pengantaripenjemput Perorang per 1 x masuk Rp. 500
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Z. Tanda Masuk Orang dan Tanda Masuk Kendaraan
a. Tanda Masuk Orang
{1} Tanda Masuk Harian
{2} Tanda Masuk Tetap

b. Tanda Masuk Kendaraan (tesmasuk uang
parkir)
(1} Tanda Masuk Harian
= Trailer, Truk Gandengan

Truk, Bus Besar

*  Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep

= Sepeda Motor

= (erobak, Cikar, Dokar dan Sepeda

(2} Tanda Masuk Tetap
Trailer, Truk Gandengan

» Truk, Bus Besar

Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep

Sepeda Motor

= (erobak, Cikar, Dokar dan Sepeda

3. Jasa Penumparg Terminal Wisata

Perorang per 1 x masuk
Per orang per bulan
Per orang per tahun

Per kendaraan dan
pangemudi + kenek
per sekali masuk

Per kendaraan dan
pergemudi + kenek
per sekali masuk

Per kendaraan dan
pengemudi per sekali
masuk

Per kendaraan per
sekall masuk

Per kendaraan per
sekali masuk

Per kendaraan per bin
Per kendaraan per thn

Per kendaraan per bin
Par kendaraan per thn

Per kendaraan per bin
Per kendaraan per thn

Per kendaraan per bin
Par kendaraan per thn

Pe}'kendaraan per bin
Per kendaraan per thn

Orang per masuk

500
11.000
100.000

3.000

2.000

1.060

500

200

45,000
450.000

30.000
300.000

20.000
200.000

4.000
40,000

2.000
20.000

25.000
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V. PELAYANAN JASA ALAT
1. Apabita menggunakan ala! yang dimiliki pelabuhan:
a. Alat Mekanik
(1) Forklift
= g/d 2ton Per unit per han Rp. 10.000
= lebih dari 2 ton sfd 3 fon Per unit per hari Rp. 12500
" lgbih dari 3 ton s/d 6 fon Per unit per hari Rp. 15.000
" |ebih dari 6 fon $/d 7 ton Per unit per hari Rp. 20.000
» lebih dari 7 ton s/d 10 lon Per unit per hari Rp. 30.000
= 10 fon keatas Per unit per hari Rp. 35.000
(2} Kren Derek (Mobil Crane)
* s5fd3ton Per unit per hari Rp. 10.000
» lebéh dari 3ton s/d 7 ton Per unit per hari Rp. 20004
" |ebib dari 7 ton s/d 15 ton Per unit per hari Rp. 50.000
* lebih dari 15 ton s/d 25 ton Per unit per hari Rp. 75.000
= 25 ton keatas Per unit per hari Rp. 100.000
(3} Motcr Boat
= s/d 60 Pk Per unit per hari Rp. 50.000
® |ebih dari 61 Pk Per umit per hari Rp. 65.000
b. Alat Non Mekanik, Gerobak Dorang Per unil per hari Rp.  1.000
2. Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki Per unit per hari 20 % dan
Rlacuies Jaiﬁngealz?ftaal?an
Alat
VI. JASA PELAYANAN PEMANDUAN
Jasa Pemanduan di Dermaga Unfuk Kepentingan
Sendiri dan di Pelabuhan Khusus
1. Kelompok |
Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil
8. Kapal Angkutan Laut Luar Negeyi Par kapal US § 40
Per kapal per kelebihan US$ 0.026

per gerakan

10
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b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri
= ykuran 500 GT s/d 1.000 GT

= Kapal 1.51 3T s/d 8.000 GT

Cer kapal per GT

Per kapal per gerakan Rp. 30.000
" Gatas 1.000.G Per GT kelebihan per Rp. 8
gerakan
Kelompok ||
Pemanduan gengan jarak 10 s/d 20 mil
a. Kapal Angkutan Laut Luar Negen
= ykuran 500 GT s/d 1.000 GT Per kapal per gerakan | - US$ 32
= diatas 1.000 GT Per GT kelebihan per US$ 0.015
gerakan
b. Kapal Angkulan Laut Dalam Negeri
» ykuran 500 GT s/d 1.000 GT Per kapal per gerakan Rp. 37.500
» diatas 1.000 GT | Per GT kelebihan per Rp. 15
gerakan
Kelompok Il
Pemanduan dengan jarak diatas 2( mil
a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
= ykuran 500 GT s/d 1.000 GT Per kapal per gerskan Usgs 3
= diatas 1.000 GT Per GT kelebihan per US$ 0.015
gerakan
b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri
» ypkuran 500 GT s/id 1.000 GT Per kapal per gerakan s AL
| Per GT kelebihan per Rp. 15
* diatas 1.000 GT gerakan
VIl. PELAYANAN JASA PENUNDAAN
. Apabila menggunakan Kapal Tunda yang dimiliki
Pelabuhan
a. Kapal Angkulan Laut Luar Negeri
» Kapals/d 1.500 GT Par kapal per GT US$ 80
" Kapal 1.501 GT s/d 8.000 GT Per kapal per GT Us$ 200
" Kapal 8.001 GT s/d 18.000 GT Per kapal per GT US§ 400
» Kapal 18.001 GT s/d 75.000 GT Per kapal per GT Us$ 700
* Kapal dialas 75.000 GT Per kapal per GT US$ 1.050
b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri
* Kapal s/d 1.500 GT  Per kapal per GT Rp. 125.000

Rp. 275.000
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2. Apabila menggunakan Kapal Tunda yang bukan

= Kapal 8.001 GT s/d 18.000 GT
= Kapal 18.001 GT s/ 75.000 GT
= Kapal diates 75.000 GT

milik Pelabuhan

Per kapat per T
Per kapat per GT
Per kapal per GT

Per kapal per jam

Rp. 500.000
Rp. 900.000
Rp. 1.300.000

25 % dari
Pendapatan
Jasa Penundaan

Vill. PELAYANAN JASA KEPELABUHAN LAINNYA

1.

Tanah dan Penggunaan Perairan

a. Uniuk bangunan?® industri galangan dan dock

(1) Penyewaan Tanah Pelabuhan

(2) Penggunaan perairan untuk bangunan

kegialan diatas air

b. Unfuk bangunan® industri perusahaan
{1} Penyewaan Tanah Pelabulan

{2) Penggunaan perairan unbuk bangunan

kegiatan dialas air

¢. Untuk kepentingan lainnya
Toko, Warung dan sejenisnya

Jasa Psngawasan Bungker

Jasa Pemakaian Air Tawar
a. Kapal Umum

b. Kapal Wisata
(1) Kapat Berbendera Indonesia
(2) Kapal Berbendera Asing

Jasa Perairan Kapal Wisata
a. HKapal Berbendera Indonesia
k. Kapal Berbendera Asing

Jasa Pelayanan Security Kapal Wisata
8. Kapal Berbendera Indonesia
b. Kapal Berbendera Asing

Jasa Pelayanan Telekomunikasi Kapal Wisata

Per m* per tahun

Per m* per tahun

Per m? per tahun
Per n® per tahun

Per m* per tahyn

Per kapal per jam

Per m? {harga PDAM +
biaya Administrasi

Rp. 2.000)

Perm?
Per m?

Kapal / bulan
Kapal / bulan

Kapai / bulan
Kapal / bulan

Call / bulan

Rp. 10040
Rp. 7.500
Rp. 15.000
Rp. 7.500
Rp. 5.000
Rp.  50.000
Rp. 5.000
Rp. 10.000
Rp. 50.000
Rp. 75.000
Rp. 300.000
Rp. 200.000
Rp. 300.000
Rp. 150.000
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7. lzin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Berkas Rp. 5.000.00¢
8. lzin Reklamasi / Pengurugan :
g. s/d 5.000 m? Paket/berkas Rp. 2.500.000
b. s/d 10.000 m? Paket/barkas Rp. 5.000.000
c. s/d 15000 m? Paket’berkas Rp. 7.500.000
d. s/ 20.000 m? Paket/berkas Rp. 10.000.000
9. Izin Kerja Keruk :
a. sfd 10000 m? Paket/berkas Rp. 1.000.000
b. sfd 15.000 m? Paket/berkas Rp. 1.500.000
c. sid25.000m* Paket/berkas Rp. 2.500.000
d. s/d50.000m? Paketiberkas Rp. 5.000.000
10. Izin Salvage Berkas Rp. 2.500.000
11. Izin PBA (Pekeriaan Bawah Air), Pemasangan Berkas Rp. 2.500.000
Instalasi, dii
12. lzin Perusahaan Bongkar Muat, Perusahaan Berkas Rp. 1.500.000
Pelayaran, Perusahaan Pelayaran Rakyat, EMKL,
JPT dan sejenisnya
13. Penetapan DLKr dan DLKp Berkas Rp. 5.000.000
14. Sewa Perairan, daratan / daratan hasil rekiamasi :
a. Perairan m*ftahun Rp. 800
b. Daratan / daratan hasil reklamasi m¥tahun Rp. 600
IX. PELAYANAN JASA PERKAPALAN
1. Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan
Keselamatan Kapal
8. Pengujian Alat Penclong dan Alat Per unif Rp.  50.000
Pencegahan Pencemaran (dibawah 35 GT)
b. Ufi Stabilitas Kapal bangunan bary ! Per kapal Rp. 50,000
perombakan (dibawah 35 GT)
2. Pengurusan Gambar Kapal {dibawah 35 GT) Per kapal Rp. 15.000
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3. Penelitian Dokumen Kepelautan dan Ookumen
Kapal selain Sertifikat

a. Dokumen Kelautan i Fer dokumen Rp. 10.000
D. Dokumen Status Hukum Kapal
(1} Surat Tanda Kebangsaan Per GT Rp. 50
(2) Akta Pendaftaran Per GT Rp. 80
4. Pengawasan Barang Berbahaya
a. Kurang dari 6 jam Per GT Rp. 100
b. Lebih dari 6 jam s/d 12 jam Per GT Rp. 150
¢. Lebih dari 12 jam untuk tiap jam ditambah Per GT Rp. 10
5. Pemerksaan Kapal Asing (Port Stale Control) Per kapal US% 250
6. Pemerksaan dan Serifikasi yang berkaitan Per kapal Rp. 10.000
dengan Keselamatan Kapal {dibawah 35 GT)
7. Pelaksanaan Pengukuran Kapal dan Penerbitan Por kapal Rp.  25.000
Surat Ukur (dibawah 35 GT)
8. Pas Kacil Kapal (dibawah 35 GT) Per kapal Rp.  40.000
BAB Vi
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pelabiehan diberikan.

BAB VIl
MASA RETRIBUSI
Pasal 10

Masa Retribust adalah jangka waktu tertentu sesuai dengan petayanan yang diberikan.

BAB 1X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

{1} Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Reiribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tatacara pemungutan refribusi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
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BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

[xalam hal Wajib Relribusi tidak membayar tepai pada wakfunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi beruap denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dar retribusi yang terutang atau kurang
bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
KEBERATAN
Pasal 13

{1) Wajib Refribusi dapat mengajukan keberalan hanya kepada Kepala Daerah atas SKRD atau dokumen
lain yang diparsamakan.

{2} Keberatan diajukan secara fertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertal alasan-alasan yang jelas;

{3) Keberatan harus digjukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan sejak fanggak SKRD
diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat membukiikan kefidak benaran Ketetapan Retribusi
tersebut;

(4) Keberalan harus diajukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau
Dokumen lain yang dipersamakan, SKROKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Waiib Relribusi
dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 14

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling iama 6 (enam} buian sejak tanggal Surat Keberalan diterima
harus memberikan kepautusan atas keberatan yvang digjukan.

(2) Kepufusan Kepala Daerah alas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak
atau menambah besamya retnbusi yang terutang.

{(3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat {1.} lelah lewat dan Kepala Daerah fidak
memberikan suaitu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 15

(1) Alas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Relrbusi dapat mengajukan pemmohonan pengembalian
kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (snam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan
pambayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ielah dilampaui dan Kepala Daerah tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Reiribusi mempunyai hutang refribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi teriebih dahulu hutang
retribusi tersebut.

(5) Eengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan dalam
Jangka waktu paling lanta 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka wakiv 2 {dua)
bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % {dua persen) sebulan atas keterlambatan
pambayaran kelebihan retribusi.
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BAB Xlli

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Waijib
Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan
memperhatikan fungsi objek retribusi.

BAB XIv
KADALUARSA PENAGIHAN
Fasal 17

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya refribusi, kecuali apabila Wajib Retrbusi melakukan tindak pidana
dibidang relribusi.

Kadaluarsa peneginhan refribusi sebagaimana dimaksud dafam ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang refribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam
pidana kurungan paling lama 6 (enam} bufan atau denda pafing banyak Rp. 3.000.000.- {tiga juta rupiah).

Tindak pidana yang dimaksud dafam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVi
PENYIDIKAN
Pasal 19

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daersh berwenang melakukan
penyidikan atas tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 18.

Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau taporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi Daersh agar kelerangan alau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas; :

b. Menelii, mencad dan mengumpuikan keterangan mengenai orang pribadi atau badan lentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retrubusi Daerah:

. Meminta kelerangan dan bahan bukfi dar orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-calatan dan dokumen-dokumen fain berkenaan dengan tindak pidana
dibidang retribusi Dagrah;

e. Melakukan penggeledahtan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti lersabot:
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f.  Meminta bantuan tenaga ahfi dalam rangka malaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang
refribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atav tempat pada saat
pemerikasaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Dasrah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j-  Menghantikan panyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang peru untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retibusi
Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasi!
penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesual
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraluran Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih fanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tangga!l 12 Juni 2004

WALIKOTAMRADA
o i'/
FAUZ] BAHAR

Diurdangkan di Padang
Pada tanggal 12 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Pembing Tingkat {, NIP. 410003886
L EMBARAN DAERAH KOTA PADANG TARUN 2004 NOMOR 15
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